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 Tax is one source of revenue and income country the most. Thus, tax 
revenues are expected to continue to increase that country's development goes 
well. SMEs constitute one pillar of the economy in Indonesia. SMEs in Indonesia 
from  year to year has increased, but the increase is not offset by an increase in 
compliance and contribution of SME owners in meeting tax obligations. In 
Surakarta, the number of SMEs has increased every year, but the increase is not 
offset by tax revenue in Tax Office Primary in Surakarta. This is because the 
perpetrators of SMEs do not understand the tax laws, tax rates, payment 
mechanisms and awareness taxpaye. 
This study aimed to determine the effect of understanding taxpayers, tax 
rates, tax payment mechanisms, and awareness of the taxpayers on tax 
compliance SMEs in the furniture field Surakarta. 
The population in this study is the entire taxpayer SMEs in the furniture 
field Surakarta. The sampling technique used was non-probability sampling using 
purposive sampling, while the determination of the number of samples using the 
theory of Roscoe. There are 60 questionnaires can be processed in this study. The 
data used were primary data using a questionnaire research instruments. Data 
processing techniques were perfomed, using multiple liniear regression with 
SPSS. 
Based on the results of the analysis carried out it is concluded that ariable 
understanding of taxpayers, tax rates, tax payment mechanisms and awareness 
taxpayer has a significant positive effect on tax compliance SMEs in the furniture 
field Surakarta. With successive coefficient values of 0.031, 0.007, 0.046 and 
0.044 
 
Keywords: Understanding of taxpayers, tax rates, tax payment mechanisms, 




 Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dan pendapatan Negara 
yang paling besar. Dengan demikian, penerimaan pajak diharapkan terus 
meningkat agar pembangunan negara berjalan dengan baik. UMKM merupakan 
salah satu penompang perekononian di Indonesia. UMKM di Indonesia dari tahun 
ke tahun mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut tidak di imbangi 
dengan peningkatan kepatuhan dan kontribusi para pemilik UMKM dalam 
memenuhi kewajiban perpajakan. Di Surakarta jumlah UMKM mengalami 
peningkatan setiap tahunnya tetapi peningkatan tersebut tidak di imbangi dengan 
penerimaan pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Hal 
tersebut disebabkan karena para pelaku UMKM belum memahami akan peraturan 
perpajakan, tarif pajak, mekanisme pembayaran dan kesadaran wajib pajak. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemahaman wajib 
pajak, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan kesadaran wajib pajak 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bidang mebel di Surakarta. 
 Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak UMKM bidang 
mebel di Surakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu non 
Probability sampling menggunakan metode purposive sampling, sedangkan 
penentuan jumlah sampel menggunakan teori Roscoe. Terdapat 60 kuesioner yang 
dapat diolah dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah data primer 
menggunakan alat instrumen berupa kuesioner.Teknik pengolahan data yang 
dilakukan, menggunakan regresi linier multiple dengan bantuan SPSS. 
 Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan 
bahwa variabel pemahaman wajib pajak, tarif pajak, mekanisme pembayaran 
pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak UMKM bidang mebel di Surakarta. Dengan nilai koefisien 
berturut-turut sebesar 0,031, 0,007, 0,046 dan 0,044. 
 
 
Kata Kunci: Pemahaman wajib pajak, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, 
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1.1. Latar Belakang Masalah 
Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang 
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak 
mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya 
adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan 
tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah (Waluyo, 2014). Pajak 
merupakan sumber penerimaan dan pendapatan negara yang paling besar. Saat ini 
sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. 
Negara menggunakan penerimaan pajak untuk menopang pembiayaan 
pembangunan. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan 
negara dapat berjalan dengan baik. Peningkatan penerimaan pajak tercapai jika 
peningkatan jumlah wajib pajak terjadi. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak 
tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, 
tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri (Huda, 2015). 
Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini 
Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan 
penerimaan pajak. Menyadari akan besarnya peranan pajak untuk menggerakkan 
roda pemerintah dan pembangunan, maka sejak tahun 1983 telah dilakukan usaha-






Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan 
perundang-undangan dibidang perpajakan dengan diberlakukannya Self Assesment 
System. Self Assessment System mengharuskan wajib pajak untuk mendaftar, 
menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang 
menjadi kewajiban mereka (Utami, dkk., 2012). 
Namun kecepatan pertumbuhan penerimaan pajak belum mencapai hasil 
yang seperti diharapkan. Hal tersebut dibuktikan dengan rendahnya tax ratio 
Indonesia. Faktor yang menyebabkan rendahnya tax ratio adalah rendahnya 
pendapatan per kapita, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, wajib 
pajak dalam melaporkan peredaran usaha dan penghasilannya sebagian besar 
belum dilakukan secara transparan. Rendahnya kesadaran masyarakat akan 
kewajiban perpajakan ini seringkali disebabkan oleh karena ketidaktahuan 
masyarakat akan aturan perpajakan (Yadnyana dan Sudiksa, 2011). 
Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak 
yaitu kegiatan ekstensifikasi. Kegiatan ekstensifikasi yang berkaitan dengan target 
penerimaan (extra effort) yaitu penambahan jumlah wajib pajak. Dengan 
perluasan jumlah wajib pajak diharapkan dapat menambah penerimaan pajak. 
Sensus Pajak Nasional (SPN) merupakan kegiatan untuk perluasan jumlah wajib 
pajak andalan Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk mencapai dan mengamankan 
target penerimaan pajak (Yusro dan Kiswanto, 2014). 
Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang 
terus- menerus terjadi dalam bidang perpajakan. Di Indonesia tingkat kepatuhan 
wajib pajak masih rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk 
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memenuhi kewajiban perpajakannya masih sangat ironis jika dibandingkan 
dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia (Yusro dan Kiswanto, 2014). 
Pertumbuhan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan jumlah UMKM 
tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik UMKM untuk 
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Di Indonesia banyaknya jumlah Usaha 
Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) dari tahun ke tahun mengalami 
peningkatan, hal ini terbukti banyaknya Usaha Mikro, kecil dan Menengah 
(UMKM) (Yusro dan Kiswanto, 2014). 
Menurut data Kementrian Koperasi dan UKM  jumlah UMKM total dari 
tahun 2011 hingga tahun 2012 yaitu mencapai 1.328.147 unit dan memiliki 
kontribusi mencapai 99,9% terhadap struktur usaha di Indonesia. Namun, 
peningkatan dan kontribusi tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan 
kepatuhan dan kontribusi para pemilik UMKM dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya.  
Hal inilah yang mendorong pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru 
yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, peraturan ini mengatur 
perlakuan pajak penghasilan untuk usaha mikro, kecil dan menengah dimana 
wajib pajak orang pribadi (WP OP) atau wajib pajak badan (WP Badan) dan tidak 
termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) juga tidak termasuk wajib pajak yang 
melakukan pekerjaan bebas dikenakan PPh Final, dan diharuskan membayar 
pajaknya dengan tarif sebesar 1% dari peredaran bruto setiap bulannya atas 
penghasilan dari usaha ( Marista dan Fajriana, 2014). 
4 
 
Tujuan dari pemberlakuan PP No. 46 tahun 2013 ini adalah adanya 
kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu 
melakukan sendiri perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak, meningkatkan 
pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat, dan terciptanya kondisi 
kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dan diharapkan 
penerimaan pajak dapat meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan 
masyarakat meningkat (Marista dan Fajriana, 2014). 
Menurut Soesilo (2013), peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini 
dianggap menimbulkan permasalahan bagi pelaku usaha UMKM dan masyarakat, 
dimana pelaku UMKM berpersepsi bahwa pengenaan pajak UMKM sebesar 1% 
dari peredaran bruto dianggap tidak menguntungkan perusahaan. Para pengusaha 
UMKM merasa terbebani dengan adanya biaya-biaya tambahan untuk proses 
produksi dan belum lagi ditambah biaya pengiriman untuk wilayah luar kota.  
Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yeng terus menerus 
terjadi dalam bidang perpajakan. Menurut Yusro dan Kiswanto (2014), Di 
Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, rendahnya tingkat 
kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat ironis 
jika dibandingkan dengan meningkatnya jumlah Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah (UMKM) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, 
peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran pemilik 
UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. 
Jika melihat dari sisi kepatuhan wajib pajak UMKM menurut Resyniar, 
(2013) ternyata masih banyak kekurangan disana sini. Banyak wajib pajak 
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UMKM yang dengan sengaja tidak melaporkan dan membayar pajak dikarenakan 
beberapa hal, yaitu seperti peraturan yang sulit dimengerti. Bagi wajib pajak 
UMKM yang masih menggunakan perhitungan akuntansi sederhana belum 
mampu menyusun pembukuan secara rinci. Hal ini juga menjadi faktor 
melemahnya tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya para pelaku UMKM. 
Wibowo (2004) menambahkan bahwa, UMKM juga memiliki beberapa 
kelemahan antara lain adalah menghadapi ketidakpastian pasar, ketidakpastian 
dapat bertahan hidup atau tidak dalam tahun pertama usaha, pembukuan yang 
tidak jelas, dan sedikitnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan. 
Kelemahan-kelemahan inilah yang biasa mempengaruhi pemahaman dan 
kewajiban setiap pengusaha UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Menurut Burton (2009: 17), kurangnya kesadaran wajib pajak dalam 
membayar pajak disebabkan masih adanya pemikiran masyarakat bahwa pajak 
pada dasarnya merupakan pemerasan (perampokan) yang dilakukan pemerintah. 
Tekanan seperti inilah yang terus merasuki jiwa mereka, yang kedua kurangnya 
kesadaran wajib pajak juga disebabkan karena oleh hasil dari membayar pajak 
masih belum tampak dan aturannya yang sulit. 
Banyak pengusaha yang tergolong dalam UMKM belum memiliki NPWP. 
Hal ini dikarenakan pajak masih dinilai sebagai hal yang menakutkan dan 
membahayakan usaha mereka. Kebanyakan para UMKM  juga tidak memiliki 




Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, jumlah UMKM di Kota Surakarta 
mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tetapi pada kenyataannya, 
peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para 
pemilik UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat 
dilihat dalam data perbandingan jumlah UMKM di Kota Surakarta dengan 
UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta sebagai berikut: 
Tabel 1.1 
Perbandingan Jumlah UMKM di Kota Surakarta dengan UMKM Terdaftar di 
KPP Pratama Surakarta 
Tahun 
UMKM di Kota 
Surakarta 
UMKM Terdaftar di 
KPP Pratama Ska 
Persentase 
2013 20.679 9.091 35,4% 
2014 41.558 9.539 22,9% 
2015 45.054 10.107 22,4% 
Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 
KPP Pratama Surakarta, 2016 
Dari tabel diatas menunjukan bahwa dari tahun 2013 hingga tahun 2015 
terjadi kenaikan jumlah UMKM yang signifikan  di Kota Surakarta dan juga 
diiringi dengan kenaikan jumlah UMKM terdaftar di KPP Pratama Surakarta. 
Tetapi peningkatan jumlah UMKM  yang terdaftar jika dilihat dari proporsinya 
tidak sebanding dengan jumlah peningkatan UMKM di Surakarta. Hal tersebut 
menunujukan bahwa di Kota Surakarta masih terdapat permasalahan kepatuhan 
Wajib Pajak khususnya sektor UMKM. 
Selain itu, rendahnya kepatuhan pemilik UMKM dalam melaksanakan 
kewajiban perpajakannya juga dapat terlihat dari rendahnya kontribusi pajak dari 





Kontribusi Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM Kota Surakarta 
Tahun 
Penerimaan Pajak KPP 
Pratama Ska 
Penerimaan Pajak dari 
Sektor UMKM Kota 
Surakarta 
Kontribusi 
2013 924.544.207.621 3.230.359.539 0,34% 
2014 1.132.986.272.897 18.279.943.858 1,61% 
2015 1.409.055.312.027 27.989.575.826 1,98% 
Sumber: KPP Pratama Surakarta, 2016 
Dari tabel diatas menunjukan bahwa kontribusi pajak dari sektor UMKM 
masih rendah. Jumlah penerimaan pajak tersebut tidak sebanding apabila 
dibandingkan dengan jumlah UMKM di Kota Surakarta yang terus mengalami 
peningkatan. Meskipun penerimaan pajak dari sektor UMKM terus mengalami 
peningkatan, tetapi jumlah tersebut masih terus dapat dioptimalkan mengingat 
potensi UMKM yang ada masih cukup besar. 
Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) khususnya bidang mebel di 
Surakarta sendiri mengalami perkembangan 9,08% setiap tahunnya. Namun 
kesadaran akan untuk membayar pajak masih sangat minim, karena kurangnya 
pemahaman tentang peraturan perpajakan sehingga para UMKM yang memiliki 
usaha dalam bidang mebel ini kurang paham akan pentingnya membayar pajak. 
Selain minimnya pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak juga menjadi 
faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Purnamasari, 2013). 
Menurut Soesilo (2013), hal ini ditunjukan dengan sedikitnya para UMKM 
bidang mebel yang memiliki NPWP, serta masih sedikitnya penerimaan pajak 
yang diterima dari sektor UMKM. Selain itu para pelaku usaha yang mempunyai 
persepsi bahwa dengan adanya peraturan tersebut tidak menguntungkan untuk 
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usahanya dan mereka merasa terbebani karena adanya perubahan terkait teknik 
perhitungan maupun tarif yang ditanggung oleh wajib pajak atas penghasilannya. 
Penelitian ini mengkaji pengaruh pemahaman wajib pajak, tarif pajak, 
mekanisme pembayarann pajak dan kesadaran membayar pajak yang mereplikasi 
penelitian dari penelitian Atawodi dan Stephen (2012). Hal tersebut dilakukan 
karena pemerintah telah menetapkan peraturan tentang pajak penghasilan atas 
penghasilan dari usaha yang telah diterima atau diperoleh wajib pajak yang 
memiliki peredaran bruto tertentu yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 
46 tahun 2013. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi 
masyarakat dalam melaksanakan kepatuhan perpajakan. 
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tersebut dilengkapi 
dengan tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas 
penghasilan atas usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki 
peredaran bruto tertentu yang diatur dalam PMK Nomor 107 Tahun 2013. Hal ini 
memberikan kemudahan bagi UMKM dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakan. Pemerintah juga telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk 
meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat dan 
terciptanya kesadaran membayar pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 
Penelitian ini merupakan penelitian yang sejenis dari penelitian Yusro dan 
Kiswanto (2014) penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya tetapi 
dengan beberapa perbedaan yaitu: dari objek yang diteliti, jika sebelumnya 
penelitian mengambil pada UMKM yang ada di kabupaten Jepara, penelitian ini 
mengambil objek pada UMKM bidang mebel yang ada di Surakarta dan dalam 
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penelitian ini UMKM lebih spesifik ke bidang mebel. Penelitian ini 
mengembangkan penelitian terdahulu dengan perbedaan menambahkan variabel 
independen dalam penelitian ini yaitu pemahaman wajib pajak. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul ”Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme 
Pembayaran Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
UMKM Bidang Mebel di Surakarta”. 
 
1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat 
diidentifikasikan masalahnya adalah sebagai berikut: 
1. Peningkatan dan kontribusi yang ada dari sektor UMKM tidak diimbangi 
dengan peningkatan kepatuhan dan kontribusi para pemilik UMKM dalam 
memenuhi kewajiban perpajakannya. 
2. Para pelaku usaha berpersepsi bahwa pengenaan pajak UMKM sebesar 1% 
dari peredaran bruto dianggap tidak menguntungkan perusahaan. 
3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dalam membayar pajak. 
4. Sistem pembayaran pajak dan pelaporan SPT bagi UMKM sebagian besar 
berbasis online yang mengakibatkan pengetahuan UMKM masih kurang 
dalam memahami mekanisme pembayaran. 





1.3. Batasan Masalah 
Batasan masalah ini dibuat agar penelitian tidak menyimpang dari arah dan 
sasaran penelitian, serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian dapat 
dimanfaatkan. Batasan masalah dalam penelitian ini  penulis hanya membahas 
tentang pemahaman wajib pajak, tarif pajak, mekanisme pembayaran dan 
kesadaran wajib pajak khususnya bagi UMKM bidang mebel yang ada di 
Surakarta. Penelitian ini respondennya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
melakukan kegiatan Usaha. Khususnya bagi UMKM bidang mebel yang ada di 
Surakarta. 
 
1.4. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib 
pajak UMKM bidang mebel di Surakarta ? 
2. Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 
bidang mebel di Surakarta ? 
3. Bagaimana pengaruh mekanisme pembayaran pajak terhadap kepatuhan 
wajib pajak UMKM bidang mebel di Surakarta ? 
4. Bagaimana pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib 
pajak UMKM bidang mebel di Surakarta ? 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
Tujuan dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan 
wajib pajak UMKM bidang mebel di Surakarta. 
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2. Untuk menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM bidang mebel di Surakarta. 
3. Untuk menganalisis pengaruh mekanisme pembayaran pajak terhadap 
kepatuhan wajib UMKM bidang mebel di Surakarta. 
4. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan 
wajib pajak UMKM bidang mebel di Surakarta. 
 
1.6. Manfaat Penelitian 
Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat 
sebagai berikut. 
1. Bagi penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan 
dengan membandingkan antara teori-teori yang dipelajari di bangku kuliah 
dengan praktik yang sebenarnya terjadi di lapangan. 
2. Bagi Wajib Pajak, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 
pertimbangan atau masukan yang berkaitan dengan kepatuhan untuk 
menjadi wajib pajak yang baik. 
3. Bagi pihak pihak lain, khususnya mahasiswa hasil penelitian ini dapat 
dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. 
 







1.8. Sistematika Penulisan Skripsi 
Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan 
disusun dengan sistematika sebagai berikut. 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup 
penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan pengertian dan teori-teori yang mendasari dan 
berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini yang digunakan sebagai 
pedoman dalam menganalisis masalah. Teori-teori yang digunakan 
berasal dari literatur-literatur yang ada, baik dari perkuliahan maupun 
sumber lain yang relevan dan valid. Bab ini terdiri dari Teori tentang 
pajak, tarif pajak, mekanisme pembayaran, kesadaran wajib pajak, 
kepatuhan wajib pajak, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Pada bab ini diuraikan perihal jenis penelitian, sumber data, metode 
pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta metode analisis data 






BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan.Bab ini berisi 
penjelasan tentang model analisis yang digunakan untuk menganalisis 
data yang telah dikumpulkan. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran untuk 
pihak perusahaan yang bersangkutan serta pihak lain yang 









2.1. Definisi Pajak 
Menurut Mulyono (2010: 1), banyak ahli hukum dan ahli ekonomi 
memberikan definisi mengenai pengertian pajak, salah satunya adalah pengertian 
menurut Rochmat Soemitro, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa 
timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang 
digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. 
Menurut Djajadiningrat (2011: 1) dalam Mardiasmo (2011), “Pajak adalah 
suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang 
disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan 
tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan 
pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara 
secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.  
Sedangkan pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 
adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 
Menurut Adriani (2005: 2), pajak adalah iuran kepada negara (dapat 
dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-




dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 
berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 
Sedangkan menurut Ray, et al (2011) dalam Widiyaningsih (2011), pajak 
adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan 
akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan - 
ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapatkan imbalan yang 
langsung dan proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas - tugasnya 
untuk menjalankan pemerintahan. 
Menurut Soemitro (2004) dalam (Wirawan dan Richard, 2013), pajak 
adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan jasa-timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan 
dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.  
Soemitro menjelaskan bahwa unsur „dapat dipaksakan‟ artinya bahwa bila 
utang pajak tidak dibayar, maka utang pajak tersebut dapat ditagih dengan 
menggunakan kekerasan seperti dengan mengeluarkan surat paksa dan melakukan 
penyitaan, bahkan bisa dengan melakukan penyanderaan. Sementara itu, terhadap 
pembayaran pajak tersebut tidak dapat ditunjukkan jasa-timbal-balik tertentu, 
seperti halnya dengan retribusi. 
Dari pengertian - pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa pajak merupakan iuran wajib yang bersifat memaksa masyarakat melalui 
proses peralihan kekayaan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin 




2.1.1. Fungsi Pajak 
Menurut Soemitro (2004) , pajak mempunyai peranan yang sangat penting 
dalam kehidupan bernegara, khususnya sebagai sumber pembiayaan dan 
pembangunan negara. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa 
fungsi, yaitu: 
1. Fungsi Pemerintah (budgeter) 
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan 
pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, pajak merupakan 
sumber penerimaan dalam negeri. 
2. Fungsi Mengatur (Regulator) 
Pajak berfungsi sebagai alat ukur mengatur atau melaksanakan kebijakan di 
bidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk barang – barang 
mewah, hal ini diterapkan pemerintah dalam upaya mengatur agar tingkat 
konsumsi barang mewah dapat dikendalikan. 
3. Fungsi Stabilitas 
Fungsi ini berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga 
(melalui dana yang diperoleh dari pajak) sehingga laju inflasi dapat 
dikendalikan. 
4. Fungsi Redistribusi 
Dalam fungsi redistribusi, lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan 





5. Fungsi Demokrasi 
Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. 
Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada 
masyarakat pembayar pajak. 
 
2.1.2. Teori  Yang Mendukung Pemungutan Pajak 
Menurut Mardiasmo (2011), beberapa teori yang mendukung hak negara 
untuk memungut pajak dari rakyatnya, antara lain : 
1. Teori Asuransi 
Menurut Resmi (2013: 5), dalam teori ini menyatakan bahwa negara 
bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi 
keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga harta bendanya. 
2. Teori Kepentingan 
Menurut Waluyo (2014: 15), pada teori kepentingan ini memperhatikan 
beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus 
didasarkan pada kepentingan setiap orang pada tugas pemerintah termasuk 
perlindungan jiwa dan hartanya. Oleh karena itu pengeluaran negara untuk 
melindunginya dibebankan pada masyarakat. 
3. Teori Gaya Pikul 
Menurut Widiyaningsih (2011: 11), dalam teori ini beban pajak yang harus 
dibayar disesuaikan dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur 
daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu: pertama unsur objektif, dapat 
dilihat dari besarnya penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang, yang 
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kedua unsur subyektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang 
harus dipenuhi. 
4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau teori Bakti 
Menurut Mardiasmo (2011 : 4), dalam teori ini dasar keadilan pemungutan 
pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara 
yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pemabayaran pajak adalah 
suatu kewajiban. 
5. Teori Asas Gaya Beli 
Menurut Waluyo (2014: 15), teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan 
kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak 
yang bukan kepentingan individu atau negara, sehingga lebih menitikberatkan 
pada fungsi mengatur. 
 
2.1.3. Asas Pemungutan Pajak 
Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang 
mengemukakan tentanga asas pemungutan pajak, antara lain : 
1. Menurut Smith dalam Waluyo (2014) asas pemungutan pajak adalah 
sebagai berikut: 
a. Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas 
keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai 
dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. negara tidak boleh 
bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. 
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b. Asas Certainty (asas kepastian hukum): semua pemungutan pajak harus 
berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai 
sanksi hukum.  
c. Asas Convenience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat 
waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat 
bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalkan di saat wajib pajak 
baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima 
hadiah. 
d. Asas Efficiency (asas efisiensi atau asas ekonomis ): biaya pemungutan 
pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya 
pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. 
2. Menurut Langen dalam Waluyo (2014), asas pemungutan pajak adalah 
sebagai berikut. 
a. Asas daya pikul: besar kecilnya yang dipungut harus berdasarkan besar 
kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka 
semakin tinggi pajak yang dibebankan. 
b. Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk 
kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. 
c. Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
d. Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu 




e. Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan 
sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai 
objek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak. 
3. Menurut Wagner dalam Waluyo (2014), asas pemungutan pajak adalah 
sebagai berikut. 
a. Asas politik finansial: pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai 
sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara. 
b. Asas ekonomi: penentuan objek pajak harus tepat. Misalnya pajak 
pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah. 
c. Asas keadilan yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa 
diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula. 
d. Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, 
dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara 
membayarnya) dan besarnya biaya pajak. 
e. Asas yuridis segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang. 
 
2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak 
Sistem pemungutan pajak dapat dilakukan dengan : 
1. Official Assessment System 
Menurut Widiyaningsih (2011: 114), official assessment system adalah suatu 
sistem pemungutan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk 





2. Self Assessment System 
Menurut Sutedi (2011: 30), self assessment system adalah suatu sistem 
pemungutan pajak dimana wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak terutang 
sesuai dengan ketentuan undang – undang perpajakan. 
3. With Holding System 
Menurut Mardiasmo (2011: 6), with holding system adalah suatu sistem 
pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus 
dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak 
yang terutang oleh wajib pajak. 
 
2.2. Wajib Pajak 
Wajib pajak menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “adalah orang atau badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.” 
Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, 
pemotongan pajak, dan pungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak yang melakukan 
kegiatan usaha dibidang perdagangan grosir atau eceran barang-barang konsumsi 
melalui tempat usaha/gerai yang tersebar di beberapa lokasi, tidak termasuk 





2.3. Kepatuhan Wajib Pajak 
Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh 
pada ajaran atau aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau 
organisasi untuk berbuat sesuai aturan yang ditetapkan. Kepatuhan pajak 
merupakan kepatuahan seseorang dalam hal ini wajib pajak, terhadap peraturan 
atau undang-undang perpajakan (Tiraada, 2013). 
Kepatuhan adalah motivasi seseorang kelompok atau organisasi untuk 
berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Saraswati, 
2012). Kepatuhan yang terbentuk dalam lingkungan terbentuk dari interaksi antara 
individu, kelompok, dan organisasi. 
Menurut Utami,dkk (2012), kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang 
ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi 
kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan 
pembayaran pajak.   
Menurut Rustianingsih (2011), kepatuhan perpajakan diartikan sebagai 
suatu keadaan yang dimana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam 
memenuhi kesadarannya. Supadmi (2006) dalam Rustianingsih (2011) 
mengemukakan kepatuhan kesadaran dan pemenuhan kewajiban perpajakan 
tercermin dalam situasi berikut : 
1. Wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. 
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. 
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4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. 
Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan menggunakan indikator sesuai 
kriteria wajib pajak patuh, diantaranya paham dan memahami UU perpajakan, 
mengisi SPT dengan benar, menghitung pajak dengan benar, membayar pajak 
tepat pada waktunya dan tidak mempuntai tunggakan pajak (Arum, 2012). 
Kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2012: 138), menyatakan bahwa 
“kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib 
pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dalam hal melaksanakan hak 
perpajakannya”. 
Muliari dan Setiawan (2011) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu 
keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 
melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini 
mengandung arti bahwa wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hokum 
perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak 
perpajakannya. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan 
memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2012: 138). 
Menurut Nasucha (2004: 111), pengertian kepatuhan wajib pajak adalah 
rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan 
beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan 
pemerintah. Sedangkan menurut Nurmantu (2003), kepatuhan perpajakan dapat 
didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua 
kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. 
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Secara umum kepatuhan dibedakan menjadi dua yaitu: kepatuhan formal 
dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merefleksikan pemenuhan kewajiban 
penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, sedangkan 
kepatuhan material lebih menekankan pada aspek subtansinya yaitu jumlah 
pembayaran pajak telah sesuai dengan ketentuan (Hutagaol, 2007: 307). 
Zain (2008: 31), menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu 
iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin 
dalam situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semau 
ketentuan perundang-undangan pajak, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan 
jelas, menghitung pajak yang terhitung dengan benar, membayar dan melaporkan 
pajak yang terutang tepat pada waktunya. 
Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 kriteria wajib 
pajak patuh adalah: Pertama, tepat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan 
(SPT) meliputi: penyampaian surat pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 
(tiga) tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir 
untuk Masa Pajak dari Januari sampai November tidak lebih dari 3 masa pajak 
untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut, SPT Masa yang terlambat seperti 
dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian 
SPT Masa untuk masa pajak berikutnya. 
Kedua, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali 
telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, 
meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai 
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Wajib Pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang sebelum melewati batas 
akhir pelunasan. 
Ketiga, laporan keuangan di audit oleh akuntan publik atau lembaga 
pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian 
selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang 
(Long form Report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal 
bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan dan juga pendapat akuntan 
atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak 
dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik. 
Keempat, tidak pernah dijatuhi hukuman karena telah melakukan tindak 
pidana di bidang perpajakan berdasar pada putusan pengadilan yang memiliki 
kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. 
 
2.4. Pemahaman Wajib Pajak 
Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan 
benar. Pemahaman adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, 
menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, 
memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperingatkan (Arikunto, 2009: 
118). Pemahaman wajib pajak juga dapat diartikan sebagai pandangan wajib pajak 
pada pengetahuan perpajakan yang dimiliki. 
Menurut Riko (2006: 75), tingkat pemahaman adalah suatu proses 
peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seseorang individu dan 
sejauhmana dia akan dapat mengerti benar akan suatu materi permasalahan yang 
ingin diketahui. Sedangkan menurut Muslim (2007: 11), semakin tinggi tingkat 
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pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka 
semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut 
sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. 
Mardiasmo (2011: 23), mengatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi 
atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan 
pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan perpajakan. 
Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara 
wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak 
akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan 
(Julianti, 2014: 30).  
Pemahaman perpajakan meliputi mengisi surat pemberitahuan (SPT) secara 
baik dan lancar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisisn SPT, 
besarnya jumlah pajak yang terutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan 
perpajakan, pembayaran, atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan besarnya 
pajak terutang di tempat wajib pajak terdaftar (Ekawati, 2008: 2). 
Tingkat Pemahaman wajib pajak atas perpajakan dapat diukur berdasarkan 
pemahaman wajib pajak pada kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan 
pajak terutangnya (Lestari, 2010). Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan 
pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka akan semakin kecil 
kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
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Pemahaman Wajib Pajak adalah semua hal tentang perpajakan yang 
dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak. Wajib pajak hendaknya 
memiliki pemahaman tentang perpajakan, khususnya tentang arti penting pajak 
bagi pembiayaan negara. Karena perilaku wajib pajak tersebut didasari dari 
pendangan mereka tentang pajak. Selanjutnya, berhubungan dengan pemenuhan 
hak dan kewajiban perpajakannya. Adanya pemahaman tentang perpajakan 
diharapakan dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban 
perpajakannya (Putri, 2014). 
2.5. Tarif Pajak 
Tarif pajak didefinisikan menurut Sri dan Aji (2003: 9) adalah suatu angka 
tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Menurut Tjahjono dan 
Muhammad (2005) tarif pajak merupakan angka atau presentase yang digunakan 
untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang. Sedangkan menurut Waluyo 
(2014: 17) tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terhutang. 
Menurut Judisseno (2005: 44) tarif merupakan suatu pedoman atau dasar 
dalam menentukan  berapa besarnya utang pribadi maupun  badan, selain sebagai 
sarana keadilan dalam menetapkan utang pajak. Tarif pajak berbeda – beda sesuai 
dengan objek pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengatur tarif pajak sebesar 1%  
dari omset. 
Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) yang harus 
dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Sudirman 
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dan Amirudin, 2012: 9). Pemerintah memiliki peran penting dalam menentukan 
kebijakan penetapan tarif (Soemitro, 2004: 129). 
Simanjutak dan Muklis (2012), secara teoritis pajak yang dikenakan atas 
penghasilan akan mengurangi penghasilan sebesar pajak yang digunakan. Karena 
besarnya tarif dan besarnya penghasilan yang dikenai pajak, maka apabila terjadi 
perubahan tarif akan berdampak pada perubahan besarnya pajak yang dikenakan. 
Jadi tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menetukan 
jumlah pajak yang terutang dari suatu objek pajak. PP No. 46 Tahun 2013 
memberikan tarif pajak yang bersifat final sebesar 1% terhadap wajib pajak yang 
mempunyai omset kurang dari 4,8 miliar dalam satu tahun. 
Tarif pajak UMKM yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 
2013 merupakan tarif pajak penyerdehanaan berupa tarif pajak final 1%, 
sedangkan tarif sebelumnya yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 
2008 (UU PPh) pasal 31 E yang menyatakan bahwa wajib pajak badan dalam 
negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 mendapat 
fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum sebagaimana 
diatur dalam pasal 17 ayat (2) UU PPh yang dikenakan atas penghasilan Kena 
Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 Miliar.  
Penyerdehanaan tarif pajak 1% ada yang menganggap bahwa tarif pajak 
tersebut lebih tinggi daripada tarif pajak sebelumnya, karena tarif pajak yang 
sekarang 1% dari omset tanpa melihat apakah mengalami kerugian atau laba dan 




 Tarif merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya 
utang pajak orang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam 
penetapan utang pajak. Untuk menentukan besarnya presentase tarif tersebut 
kebijaksanaan pemerintah memegang peranan penting. Berdasarkan pola 
presentase pajak, tarif pajak dibagi menjadi empat macam  antara lain: tarif pajak 
proposional/ sebanding, tarif pajak tetap, tarif  pajak degresif, dan tarif pajak 
progresif (Supramono dan Damayanti, 2010: 7). 
Tarif pajak juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 
rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Haryo (2003), 
menjelaskan bahwa salah satu yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib 
pajak dalam membayarkan kewajibannya disebabkan oleh pengaruh tarif pajak. 
Sedangkan menurut Sri dan Aji (2003 : 9), tarif pajak didefinisikan sebagai 
suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Dengan 
demikian dapat dipahami bahwa tarif pajak merupakan presentase untuk 
menghitung jumlah pajak yang terhutang. 
Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tarif pajak 
merupakan prosentase yang digunakan untuk menghitung pajak yang harus 
dibayarkan seseorang yang mendasarkan kepada keadilan dan ketentuan Undang-
Undang yang berlaku. Indikator tarif pajak pada penelitian ini mengacu pada Pris 
(2010) adalah penerimaan penghasilan tinggi membayar pajak penghasilan lebih 
besar, tarif pajak proposional adil, tarif pajak yang adil, dan pengenaan tarif pajak 
penghasilan adalah adil. 
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Menurut Pris (2010), pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak 
dalam membayar pajaknya. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat 
tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin 
menghindar dari pajak, wajib pajak tidak akan terlalu membangkang terhadap 
aturan-aturan perpajakan. Sehingga dapat dipahami semakin adil tarif pajak yang 
ditetapkan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak. 
 
2.6. Mekanisme Pembayaran pajak 
Modernisasi layanan pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak UMKM. Direktorat Jenderal Pajak sudah menyediakan situs yang 
bisa diakses oleh masyarakat untuk mempermudah cara pembayaran dan 
pelaporan pajak diantaranya e-banking, e-SPT, dan e-filling. 
 Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak sebagai institusi pemungut pajak sudah 
banyak melakukan kemajuan, namun berdasarkan pandangan publik, pajak masih 
menimbulkan beberapa kerumitan, seperti pengurusan nomor pokok wajib pajak 
(NPWP), pengisian SPT, serta antrian panjang saat pelaporan pajak. Upaya Dirjen 
Pajak menyediakan Account Representative (AR) bagi setiap wajib pajak, dapat 
mengatasi kerumitan masyarakat yang hendak membayar pajak karena selama ini 
orang yang mau bayar pajak masih bingung dengan sistem perhitungan isian pajak 
(Yusro dan Kiswanto, 2014). 
Mekanisme pembayaran pajak terkait PP No. 46 Tahun 2013 telah tertera 
pada Peraturan Menteri Keuangan No. 107 Tahun 2013 tentang Tata Cara 
Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari 
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usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto 
(omset) melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. 
Menurut Yusro dan Kiswanto (2014), apabila suatu mekanisme pembayaran 
pajak yang baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak. Dengan diterbitkannya PP No. 46 Tahun 2013 ini akan 
mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak, karena dalam peraturan 
tersebut bertujuan untuk mempermudah bagi masyarakat dalam melaksanakan 
kepatuhan perpajakan. 
 
2.7. Kesadaran Wajib Pajak 
Menurut Ritonga (2011), kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap 
suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk 
bertindak sesuai dengan objek. Dengan demikian dapat diartikan kesadaran wajib 
pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan 
atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai 
kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem dan 
ketentuan pajak tersebut. 
Menurut Oktaliana (2009: 18), sadar dan kesadaran yang dikaitkan dengan  
masyarakat adalah kesadaran kehendak atau  kesadaran hukum. Sadar diartikan 
merasa ingin tahu, ingat pada keadaan yang sebenarnya, atau ingat keadaan 
dirinya. Kesadaran dapat disebut juga yaitu kesadaran yang timbul dari dalam diri 
manusia, yang timbul dari kesadaran moral yang merupakan sikap batin yang 
tumbuh dari rasa tanggung jawab. 
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Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas 
dan bagaimana mereka bertindak untuk bersikap realitas. Kesadaran adalah 
keadaan mengetahui dan mengerti (Arum, 2012). Jadi kesadaran perpajakan 
adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan 
menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan 
keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Muliari dan Putu 
(2010), wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal 
berikut ini : 
1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan. 
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara. 
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara. 
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela. 
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar. 
Kesadaran wajib pajak dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: 
memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara, pajak ditetapkan dengan 
Undang-undang dan dapat dipaksakan, penundaan pembayaran pajak sangat 
merugikan negara (Widayati dan Nurlis, 2010). 
Tarjo dan Suwarjono (2005) dalam Shiddiq (2011), kesadaran perpajakan 
adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi komponen 
kognitif, afektif, dan konatif, yang berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan 
berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan 
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berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan, wajib pajak memberikan 
kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar 
kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. 
Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak juga akan meningkat 
bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Karakteristik 
wajib pajak yang berdasarkan kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan 
membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka 
dalam membayar pajak. Penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan 
kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban 
membayar pajak (Suryadi, 2006: 108). 
 
2.8. Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 
UMKM merupakan unit usaha yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat 
maupun keluarga yang mayoritas pelaku bisnis Indonesia. UMKM ini mempunyai 
peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, juga dapat menyerap 
tenaga ekspor (Lusty, 2012). Berdasarkan undang-undang No. 20 tahun 2008 
tentang usaha mikro, kecil dan menengah pengertian UMKM adalah : 
1. Usaha mikro adalah produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha 
perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam 
undang-undang ini. 
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan orang perseorangan atau badan yang bukan merupakan anak 
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah 
34 
 
atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur 
dalam undang-undang ini. 
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung usaha kecil dan usaha 
besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 
sebagaimana diatur dalam undang-undang. 
Menurut Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah. UMKM didefinisikan sebagai berikut: 
1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan tau badan 
usaha perseorangan yang memiliki hasil penjualan tahunan Rp 
300.000.000,00 dan memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah/ 
bangunan) paling banyak Rp 50.000.000,00 
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang peroranagn atau badan usaha yang bukan merupakan 
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau 
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah 
atau usaha besar yang memiliki hasil penjualan antara Rp 300.000.000,00 
sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 dan memiliki kekayaan bersih diantara 
Rp 50.000.00,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00. 
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang 
dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 
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anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau 
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah 
atau usaha besar yang memiliki hasil penjualan tahunan mencapai Rp 
2.500.000.000,00 sampai dengan 50.000.000.000,00 dan memiliki kekayaan 
bersih lebih besar dari Rp 500.000.000,00. 
2.9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah peraturan mengenai 
penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki 
peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak. PP ini mulai diterapkan 
pada 1 Juli 2013. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kemudahan 
kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yakni 
menghitung,  membayar, dan melaporkan pajak. Peraturan Pemerintah No. 46 
Tahun 2013 pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa besarnya tarif pajak penghasilan 
yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 PP No. 46 Tahun 2013 
adalah 1% dari omset. Dasar yang digunakan untuk menghitung pengenaan pajak 
penghasilan yang bersifat final dalam peraturan ini adalah jumlah peredaran bruto 
setiap bulannya (Putri, 2014). 
Dalam ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan pemerintah yang merupakan 
kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan dari usaha 
yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran Bruto tertentu. 
Pajak Penghasilan yang diatur oleh PP 46 Tahun 2013 termasuk PPh pasal 4 ayat 
(2), bersifat final, setoran bulanan dimaksud merupakan PPh  pasal 4 ayat (2), 
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bukan PPh pasal 25. Jika penghasilan semata – mata dikenai PPh final, tidak 
wajib PPh Pasal 25 (Putri, 2014). 
Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan 
maksud (Putri, 2014) : 
1. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan. 
2. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi. 
3. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi. 
4. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam 
penyelenggaraan negara. 
Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan tujuan 
(Putri, 2014) : 
1. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. 
2. Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat. 
3. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 
Hasil yang diharapkan : 
1. Perluasan partisipasi dalam pembayaran pajak. 
2. Kepatuhan sukarela meningkat. 
3. Meningkatkan penerimaan PPh dari WP yang memiliki peredaran bruto 
tertentu. 




Objek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) ini adalah Penghasilan 
dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto 
(omset) melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak (Putri, 2014). 
Objek yang tidak dikenai PPh ini harus memenuhi criteria sebagai berikut : 
1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya: 
dokter, advokat/ pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, 
pembawa acara dan sebagaimana yang diuraikan dalam penjelasan PP 
tersebut. 
2. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (pasal 4 ayat 2), seperti 
misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa kontruksi (perencanaan), 
pelaksanaan (pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang 
diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut. 
3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. 
Subjek pajak yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 
2013, adalah : 
1. Orang pribadi. 
2. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima 
penghasilan dari usaha dengan perendaran bruto (omset) yang tidak 
melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. 
Yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013, 
adalah : 
1. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/ atau jasa 
yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan 
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sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Misalnya pedagang 
keliling yang berjualan di fasilitas umum, pedagang asongan yang berjualan 
di jalan raya, warung tenda di area kaki – lima, dan sejenisnya. 
2. Badan yang belum beroperasi secara komersil atau yang dalam jangka 
waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersil peredaran  bruto 
(omset) melebihi Rp 4,8 miliar. 
 
2.10. Pajak dalam Perspektif Hukum Islam 
Dlaribah (Pajak) menurut Zallum (2002: 138), adalah harta yang diwajibkan 
Allah SWT kepada kaum Muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan dan 
pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi di baitul 
mall tidak ada uang atau harta. 
Tetapi beban yang dipikul negara sangat besar sehingga pendapatan tetap 
baitul mall tidak cukup untuk menutupi pembiayaan wajib baitul mall baik itu 
untuk berbagai kebutuhan maupun pos pengeluaran lain yang harus dipenuhi baik 
itu baitul mall ada uang maupun dibaitul mall sedang tidak ada uang. 
Jika kondisi tersebut terjadi negara mewajibkan kaum muslimin untuk 
membayar pajak hanya untuk menutupi kekurangan biaya terhadap berbagai 
kebutuhan atau pos-pos yang diwajibkan tanpa berlebih. Pajak tersebut untuk : 
1. Pembiayaan Jihad, dan segala hal yang harus dipenuhi terkait dengan jihad. 
Karena jihad itu bagi kaum muslim wajib, baik dengan harta maupun jiwa. 
Allah SWT berfirman dalam QS At-Taubah ayat 9 




Artinya: mereka manukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit 
lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Sesungguhnya amat 
buruklah apa yang mereka kerjakan itu. 
 
2. Untuk pembiayaan industry militer serta industri penunjangnya yang 
memungkinkan negara memiliki industri senjata. Karena pembangunan 
industri semacam ini merupakan kewajiban seorang muslim dan jihad pun 
mengandalkan senjata dan senjata membutuhkan industrinya, firman Allah 
dalam QS Al-Anfal ayat 60 : 
                            
                             
                   
 
Artinya : Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja 
yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang 
(yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan 
musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; 
sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan 
Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan 
dianiaya (dirugikan). 
 
3. Pembiayaan para fuqora, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. 
4. Pembiayaan untuk gaji tentara, para pegawai, para hakim, para guru, dan 
lain-lain yang melaksanakan pekerjaan (pelayanan masyarakat) untuk 
kemaslahatan kaum muslim. 
5. Pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan 
umat, yang keberadaannya sangat dibutuhkan, dan jika tidak dibiayai maka 
bahaya akan menimpa umat, misalnya untuk pembiayaan jalan umum, 
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sekolah, rumah sakit, universitas, masjid, pengadaan saluran air minum, dan 
lain-lain. 
6. Pembiayaan untuk keadaan darurat (bencana) seperti tanah longsor, gempa 
bumi, dan angin topan atau mengusir musuh, firman Allah dalam QS Al-
Baqarah ayat 219: 
                               
                              
          
 
Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 
“Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi 
manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. “Dan mereka 
bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih 
dari keperluan.”Demikianlah Allah menerangkan ayat- ayat-Nya kepadamu 
supaya kamu berfikir. 
 
 
2.11. Hasil Penelitian Yang Relevan 
Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian – 
penelitian sebelumnya, berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian sebelumnya 
yang mendukung penelitian ini. 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Yusro dan Kiswanto (2014), dengan judul 
“Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Wajib 
Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara”. 
Penelitian ini menggunakan Stuctural Equation Model (SEM), dimana 
jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 101 wajib pajak UMKM. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa variabel tarif pajak dan kesadaran membayar 
pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan 
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untuk variabel mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap 
kepatuhan membayar pajak UMKM. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014), dengan judul “ Pengaruh 
Pemahaman, Tarif, dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di 
Kota Malang”. Penelitian ini menggunakan Analisis linier berganda dengan 
jumlah sampel sebanyak 98 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
variabel pemahaman wajib pajak dan tarif pajak berpengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel tingkat pendidikan 
berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PP 
Nomor 46 Tahun 2013. 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Marista, Betri dan Icha Fajriana (2014), 
dengan judul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi Empiris 
Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat”. 
Dalam penelitian ini menggunakan linier regresi sederhana dengan jumlah 
sampel sebanyak 94 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
variabel pemahaman wajib pajak UMKM berpengaruh positif signifikan 
terhadap variabel dependen yaitu kesadaran wajib pajak dan kepatuhan 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. 
4. Penelitian yang dilakukan oleh Pravitasari, Wirawan dan Vierly (2012), 
dengan judul penelitian “Pengaruh Kebijakan Pajak dan Pemahaman Wajib 
Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM Sepatu dan Sandal 
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di Mojokerto”. Dalam penelitian ini menggunakan analisis linier berganda 
dengan jumlah responden sebanyak 57 responden. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak berpengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak, namun untuk variabel 
kebijakan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan formal wajib pajak. 
5. Penelitian yang dilakukan oleh Mir‟atusholihah, dkk (2014), dengan judul 
penelitian “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, 
dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak 
UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)”. Dalam 
penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan jumlah sampel 
sebanyak 98 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 
pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan tarif pajak 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.             
   
2.12. Kerangka Berpikir 
Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 
berhubungan dengan berbagai faktor  yang telah diidentifikasikan sebagai 
masalah penting. Faktor-faktor tersebut yaitu pemahaman wajib pajak, tarif pajak, 
mekanisme pembayaran pajak, dan kesadaran wajib pajak yang dianggap dapat 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM bidang mebel di Surakarta. 
Berdasarkan teori yang telah dikemukakan diatas, gambaran menyeluruh 
penelitian ini yang menyangkut tentang pengaruh pemahaman wajib pajak, tarif 
pajak, mekanisme pembayaran, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan 
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wajib pajak UMKM bidang mebel di Surakarta dapat disederhanakan dalam 
kerangka berpikir sebagai berikut: 
Gambar 2.1 













Berdasarkan teori dan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 
hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 
2.13.1. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak UMKM. 
Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib 
pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih, 
2011). Tingkat pemahaman wajib pajak atas perpajakan dapat diukur berdasarkan 

















pajak terutangnya (Lestari, 2010). Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan 
pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil 
kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga 
meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.  
Adiasa (2013) meneliti pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib 
pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis 
pertama dapat dirumuskan sebagai berikut : 
H1 : Pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM. 
2.13.2. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 
Tarif pajak UMKM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 
Tahun 2013 merupakan tarif pajak penyerdehanaan berupa tarif pajak final 1%, 
sedangkan tarif sebelumnya yang diatur dalam undang-undang Nomor 36 Tahun 
2008 (UU PPh) pasal 31 E yang menyatakan bahwa Wajib Pajak dalam negeri 
dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 mendapat fasilitas 
berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum sebagaimana diatur dalam 
pasal 17 ayat (2) UU PPh yang dikarenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari 
peredaran bruto 1%.  
Menurut Pris (2010), pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak 
dalam membayar pajaknya. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat 
tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin 
menghindar dari pajak, wajib pajak tidak akan terlalu membangkang terhadap 
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aturan-aturan perpajakan. Sehingga dapat dipahami semakin adil tarif pajak yang 
ditetapkan maka semakin tinggi tingkat kepatuahan wajib pajak dalam 
membayarkan kewajibannya. 
Penilitian yang dilakukan oleh Mir‟atusholihah, dkk., (2011) hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak. Maka hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut : 
H2 : Tarif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
 
2.13.3. Pengaruh Mekanisme Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak UMKM 
Mekanisme pembayaran pajak UMKM yang telah diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 telah diatur dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 107 Tahun 2013 yang menjelaskan tata cara perhitungan, 
penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang 
diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. 
Peraturan pemerintah ini menjelaskan tentang bagaimana cara UMKM 
melaksanakan pembayaran pajak. Selain itu pembayaran pajak penghasilan untuk 
UMKM dapat dilakukan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) hanya dengan 
persyaratan NPWP dan Nomor Rekening.  
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yusro dan Kiswanto (2014) 
bahwa mekanisme pembayaran yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib 




H3 : Mekanisme pembayaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM. 
2.13.4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
UMKM. 
Meningkatkan kepatuhan  pajak UMKM juga dipengaruhi oleh kesadaran 
membayar pajak. Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan peraturan tentang 
tarif pajak yang bersifat final dan sudah di sosialisasikan baik melalui media 
massa maupun melakukan penyuluhan oleh kantor pelayanan pajak bagi UMKM. 
Dengan hal tersebut diharapkan UMKM sadar untuk membayar pajak.  
Penelitian yang dilakukan oleh Tiraada (2013), Yusro dan Kiswanto (2014) 
menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis keempat dapat dirumuskan 
sebagai berikut : 









1.1. Waktu dan Wilayah Penelitian 
Waktu yang digunakan  dalam penelitian ini yaitu dari penyusunan proposal 
penelitian sampai terlaksananya penelitian, yakni pada bulan Desember 2015 
sampai selesai. Tempat penelitian ini dilakukan di UMKM bidang mebel yang ada 
di wilayah Surakarta. 
1.2. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif 
menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel 
penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik 
(Indriantoro dan Supomo, 2002: 12). 
3.3. Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak UMKM  yang ada 
di wilayah Surakarta, khususnya UMKM dalam bidang mebel. Populasi UMKM 
mebel di Surakarta sendiri berjumlah kurang lebih 356 Unit.  
Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini berdasarkan pernyataan 
Roscoe (1975) dalam Sugiyono  (2012: 164) yang menyatakan bahwa jumlah 
sampel yang memadai untuk penelitian adalah berkisar 30 hingga 500. Pada 
penelitian yang menggunakan anaslisis multivariate (seperti analisis regresi 
berganda), ukuran sampel minimal harus 10 kali lebih besar daripada jumlah 




Dalam penelitian ini penentuan jumlah sampel berdasarkan pernyataan 
Roscoe (1975) dalam Sugiono (2012: 164) dimana jumlah seluruh variabel 
dikalikan 10 sedangkan dalam penelitian ini variabelnya ada 5 (independen + 
dependen), maka jumlah anggota sampelnya adalah 5x10 = 50. Dalam penelitian 
ini menggunakan sampel sejumlah 65 wajib pajak UMKM di bidang mebel yang 
ada di Surakarta. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Purposive Sampling. Penelitian ini menetapkan beberapa kriteria sampel sebagai 
berikut : 
1. Usaha yang digunakan adalah usaha mebel yang ada di Surakarta. 
2. UMKM yang digunakan adalah UMKM perseorangan yang memiliki omset 
kurang dari Rp 4,8 Miliar per tahun. 
3. Responden yang digunakan merupakan wajib pajak Orang pribadi. 
3.4. Data dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 
adalah data didapat dan diolah langsung dari objeknya (Abdurahman, dkk., 2011: 
17). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebar kuesioner 
kepada para wajib pajak UMKM bidang usaha mebel yang ada di Surakarta. 
 
3.5. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kuesioner yang dilakukan dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada para 
wajib pajak UMKM yang berkaitan dengan pemahaman wajib pajak, tarif pajak, 
mekanisme pembayaran dan kesadaran wajib pajak UMKM.  Kuesioner dibuat 
49 
 
dalam bentuk pilihan ganda dengan lima butir opsi  jawaban untuk setiap 
pertanyaan. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala pengukuran  Likert 
dimana skor 5 merupakan nilai tertinggi dan skor 1 merupakan nilai terendah. 
 
1.6. Variabel Penelitian 
Variabel dalam penelitian ini menggunakan dua macam variabel, yaitu 
variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri dari 
pemahaman wajib pajak, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran 
wajib pajak. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan 
wajib pajak. 
 
1.7. Definisi Operasional Variabel 
Definisi operasional variabel adalah bagaimana menemukan dan mengukur 
variabel-variabel tertentu di lapanagan dengan merumuskan secara singkat dan 
jelas, serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran. Definisi variabel dalam 
penelitian ini adalah: 
Tabel 3.1 






wajib pajak  
(X1) 
1. Pemahaman mengenai 
NPWP. 
2. Pemahaman mengenai hak 
dan kewajiban pajak. 
3. Pengetahuan pemahaman 
mengenai sanksi perpajakan. 
4. Pengetahuan dan 
pemahaman  mengenai 
penghasilan tidak kena pajak 
(PTKP), Penghasilan kena 




























1. Penerima penghasilan tinngi 
maka membayar pajak 
penghasilan lebih besar. 
2. Tarif pajak proposional adil. 
3. Tarif pajak yang adil harus 
sama untuk setiap wajib 
pajak. 
4. Pengenaan tarif pajak 
penghasilan orang pribadi 


























1. Pemahaman tempat 
pembayaran pajak 
dilakukan. 
2. Pemahaman mekanisme 
pembayaran wajib pajak 
sendiri yang terutang 
bulanan dan tahunan. 
3. Pemahaman pembayaran 
PPh. 
4. Pemahaman pengisian SPT 
masa dan SPT tahunan. 
5. Pemahaman tentang kapan 
batas waktu pelaporan dari 
masing-masing jenis SPT 
pajak yang dibayarkan. 
6. Pemahaman tentang sanksi 
























1. Mengetahui adanya 
undang-undang dan 
ketentuan perpajakan. 
2. Mengetahui fungsi pajak 
untuk pembiayaan negara. 
3. Memahami bahwa  
kewajiban perpajakan harus 
dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
4. Memahami fungsi pajak 
untuk pembiayaan  negara. 
5. Menghitung, membayar, 




























1.8. Instrumen Penelitian 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner. Kuesioner 
merupakan teknik pengumpulan data yang efisien, metode angket atau kuesioner 
cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar diwilayah yang 
luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, 
dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos, atau 
internet (Sugiyono, 2012: 199). 
Untuk mendapatkan data primer maka peneliti menggunakan angket atau 
kuesioner yang diukur dengan skala likert. Skala likert digunakan untuk 
mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 
fenomena sosial. Dengan skala likert, variabel yang diukur dijabarkan menjadi 







 6. Menghitung, membayar, 








1. Tidak memiliki tunggakan 
untuk semua jenis pajak. 
2. Wajib pajak membayar 
tepat  waktu. 
3. Wajib pajak melapor SPT 
tepat waktu. 
4. Wajib pajak melaporkan 
dan menyetor pajak sesuai 




















Lanjutan tabel 3.1 
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Sangat Setuju (SS)  = nilai 5 
Setuju (S)   = nilai 4 
Netral (N)   = nilai 3 
Tidak Setuju (TS)  = nilai 2 
Sangat Tidak Setuju (STS) = nilai 1 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini perlu dianalisis lebih lanjut agar 
dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat, maka keabsahan dan keandalan data 
dalam penelitian ini harus diuji validitas dan reliabilitas. 
 
3.9 Teknik Analisis Data 
3.9.1 Statistik Deskriptif 
Statistik Deskriptif adalah proses transformasi data penelitian dalam bentuk 
tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan. Tabulasi menyajikan 
ringkasan, pengaturan, dan penyusunan data dalam bentuk table numerik dan 
grafik. Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan 
informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data 
demografi responden (jika ada) (Indriantoro dan Supomo, 2002: 170). 
Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi 
dari data yang dianalisis meliputi nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata 
(mean), standar deviasi, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Latan 






3.9.2 Uji Kualitas Data 
1. Uji Validitas 
Validitas mengacu pada seberapa jauh suatu ukuran empiris cukup  
menggambarkan arti sebenarnya dari konsep yang tengah diteliti. Dengan kata 
lain, suatu instrumen pengukuran yang valid mengukur apa yang seharusnya 
diukur atau mengukur apa yang hendak kita ukur (Morissan, 2012: 103). Uji 
validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. 
Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Sunyoto, 
2010: 89).  
Alat ukur haruslah memiliki akurasi yang baik terutama apabila alat ukur 
tersebut digunakan sehingga validitas akan meningkatkan bobot kebenaran data 
yang diinginkan peneliti. Suatu alat ukur yang validitasnya tinggi akan 
mempunyai tingkat kesalahan yang kecil, sehingga data yang terkumpul 
merupakan data yang memadai. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat 
pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas dilakukan dengan cara 
menghitung korelasi dari masing-masing pernyataan dengan skor total. 




X = skor yang diperoleh subyek dari seluruh item 
Y = skor total yang diperoleh dari seluruh item 
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 = jumlah skor dalam distribusi X 
jumlah skor dalam distribusi Y 
jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y 
jumlah kuadrat dalam skor distribusi X 
Taraf signifikan yang digunakan alpha (α) = 5% apabila r hitung > r tabel 
maka dikatakan valid (Sugiono, 2012: 113). Setelah diketahui bahwa pernyataan 
yang digunakan dalam penelitian ini valid, maka dilanjutkan dengan uji reabilitas. 
2. Uji Reliabilitas 
Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 
indikator dari suatu variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel 
atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau 
stabil dari waktu ke waktu (Sunyoto, 2010: 84).  
Pengertian relialibilitas menurut (Sugiono, 2012: 149) adalah sejauh mana 
hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Jika hasil pengukuran yang dilakukan 
secara berulang relatif sama maka pengukuran tersebut dianggap memiliki tingkat 
reabilitas yang baik. Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu variabel 
dalam penelitian ini menggunakan rumus Cronbach Alpha (Sugiono, 2012: 116), 
dengan rumus: 
α =  
Dimana:  
α = koefisien relialiabilitas 
r = koefisien rata-rata korelasi antar variabel 
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k = jumlah variabel dalam persamaan 
Menurut Sunyoto (2010: 84), suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable 
jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60. Sedangkan untuk memudahkan 
perhitungan reliabilitas ini, digunakan alat bantu komputer dengan program IBM 
SPSS 20 (Statistical Package For Social Science) For Windows. 
3.9.3 Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 
penyimpangan asumsi klasik atau persamaan regresi berganda yang digunakan. 
Pengujian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikoliniaritas, dan uji 
heteroskedastisitas. 
Dalam penggunaan regresi, terdapat beberapa asumsi dasar yang 
menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik dari model regresi yang 
diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa. Dengan terpenuhinyan asumsi 
tersebut maka hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati atau sama 
dengan kenyataannya. Asumsi-asumsi dasar itu dikenal sebagai asumsi klasik 
yaitu sebagai berikut: 
1. Uji Normalitas 
Uji Normalitas data digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali; 2011: 
160). Pengujian terhadap normalitas data dilakukan dengan menggunakan 
Kolmogrov-Smirnov test. Varibel pengganggu dikatakan mempunyai distribusi 
yang normal apabila nilai Asymptotic Significance > 0,05. Saat ini Asymptotic 
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Significance > 0,05, dalam histogram akan menunjukkan pola yang membentuk 
seperti bel dan pada uji PP plot standar mendeteksi garis diagonal. 
2. Uji Multikolinearitas 
Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali; 2011:105). Teknik 
untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi pada 
penelitian ini adalah dengan dilihat dari nilai tolerance dan Variance inflation 
factor (VIF). Pada umumnya jika VIF < 10 maka hasil pengujian bebas dari 
persoalan multikolinearitas. 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Pengujian terhadap asumsi klasik heteroskedastisitas bertujuan untuk 
mengetahui apakah variance dari residual data satu observasi ke observasi 
lainnya berbeda ataukah tetap. Jika variance dari residual data sama disebut 
homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi 
yang diharapkan adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak terjadi problem 
heteroskedastisitas (Latan dan Temalagi, 2013: 66).  
Ada beberapa cara untuk mendeteksi problem heteroskedastisitas pada 
model regresi antara lain : 
a. Melihat grafik scatterplot,yaitu plot-ing titik-titik menyebar secara acak 
dan tidak berkumpul pada satu temapat maka dapat disimpulkan bahwa 
tidak terjadi problem heteroskedastisitas. 
b. Melakukan uji statistik glejser yaitu dengan mentransformasi nilai residual 
menjadi absolut residual dan meregresnya dengan variabel independen 
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dalam model (Gujarati dan Poter, 2010). Jika diperoleh nilai signifikansi 
untuk variabel independen > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak 
terdapat problem heteroskedastisitas. 
3.9.4 Uji Ketepatan Model 
1. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R
2
) bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar 
kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. 
Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R
2
 yang kecil berarti 
kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 
dependen amat terbatas. Kelemahan mendasar menggunakan R-squares adalah 
bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. 
Dianjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R-Squares dalam 
mengevaluasi model regresi, dimana nilainya dapat naik atau turun apabila satu 
variabel independen ditambahkan kedalam model. Pada beberapa contoh kasus, 
nilai adjusted R-Squares dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus 
bernilai positif. Menurut Gujarati dan Poter (2010) jika dalam uji regresi didapat 
nilai Adjusted R-Squares negatif, maka nilai tersebut dianggap nol (Latan dan 
Temalagi, 2013: 80). 
2. Uji F  
Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang 
dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh simultan (bersama-sama) 
terhadap  variabel dependen ataukah tidak. Cara untuk menguji yaitu jika nilai 
yang dihasilkan uji F probabilitas < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa semua 
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variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel 
dependen. Cara lain yaitu membandingkan F hitung dengan Ftabel. Jika Fhitung > Ftabel, 
maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Latan dan Temalagi, 2013: 
81). 
3.9.5 Analisis Regresi Linier Berganda 
Pengujian hipotesis merupakan pembuatan keputusan melalui proses 
inferensi yang memerlukan akurasi peneliti dalam melakukan estimasi 
(Indriantoro dan Supomo, 2002: 191). Uji hipotesis penelitian ini menggunakan 
model Analisis Regresi Berganda (multiple linear regression method) bertujuan 
untuk memprediksi berapa besar kekuatan pengaruh lebih dari satu variabel 
independen terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh pemahaman wajib pajak, 
tarif pajak, mekanismepembayaran pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak UMKM. 
Persamaan regresinya adalah sebagai berikut: 
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4 X4ε 
Keterangan : 
Y  = Kepatuhan wajin pajak UMKM 
β0  = Intercept 
β1, β2, β3 = Koefisien Regresi 
X1  = Pemahaman wajib pajak 
X2  = Tarif Pajak 
X3  = Mekanisme Pembayaran Pajak 
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X4  = Kesadaran Wajib Pajak 
E  = Error 
Hasil dari analisis regresi adalah berupa koefisien signifikansi untuk 
masing-masing variabel independen yang menentukan apakah menerima atau 
menolak hipotesis alternatif. Perhitungan statistik disebut signifikan apabila nilai 
uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ha diterima). 
Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah 
dimana Ha ditolak. 
Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 
0,05 karena dinilai cukup ketat untuk mewakili hubungan antara variabel-variabel 
yang diuji atau menunjukkan hubungan bahwa korelasi antar kedua variabel 
cukup nyata. Disamping itu tingkat signifikansi 0,05 sering digunakan dalam 
penelitian-penelitian ilmu sosial. 
Menurut Gujarati dan Poter (2010) sebelum melakukan analisis regresi, 
terlebih dahulu harus memenuhi semua asumsi OLS (Ordinary Least Squares/ 
Pangkat kuadrat terkecil biasa) regresi atau sering disebut juga asumsi klasik agar 
estimasi OLS menjadi linear terbaik tanpa bias atau disebut BLUE (Best Linear 
Unbiased Estimates) (Latan dan Temalagi, 2013: 80). Ada tiga komponen yang 
perlu diperhatikan dalam analisis regresi yaitu koefisien determinan (R-Squares), 
signifikansi uji F dan signifikansi uji t. 
3.9.6 Uji Hipotesis (Uji t) 
Uji t bertujuan untuk mengetahui secara individual pengaruh satu variabel 
independen terhadap variabel dependen. Cara lain untuk menguji yaitu jika nilai 
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yang dihasilkan uji t probabilitas < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara 
parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
Cara lain yaitu membandingkan thitung dengan ttabel. Jika thitung > ttabel maka dapat 
disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan 





ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Penelitian 
4.1.1 UMKM di Surakarta 
Di Surakarta jumlah UMKM selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 
2013 UMKM di Surakarta berjumlah 20.679, sedangkan pada tahun 2014 
mencapai 41. 558. Dan kemudian pada tahun 2015 jumlah UMKM di Surakarta 
mencapai 43.700 UMKM.  Dimana Mikro sebanyak 41.431 UMKM, kecil 2.187 
UMKM dan untuk Menengah berjumlah 82 UMKM. (Dinas Koperasi dan 
UMKM Kota Surakarta). 
4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.2.1 Deskripsi Responden Penelitian 
Berdasarkan data yang di olah berhasil dikumpulkan dalam penelitian 
melalui kuisioner yang dibagikan sebanyak 65 buah kuisioner. Dari 65 kuesioner 
yang diambil 60 kuesioner yang sesuai dengan kriteria atau yang di isi penuh. 
Pertanyaan yang memuat dalam kuesioner adalah pertanyaan mengenai empat 
variabel independen penelitian yaitu pemahaman wajib pajak, tarif pajak, 
mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran wajib pajak, kemudian variabel 
dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM bidang mebel di Surakarta. 
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis kelamin 
 Berdasarkan data primer yang diolah, maka hasil persebaran responden 





Tabel  4.1 
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
No Jenis kelamin Orang  Persentase 
1 Laki-laki 47 78,3% 
2 Perempuan 13 21,7 % 
Total  60 100% 
 Sumber: Data diolah 2016 
Berdasarkan tabel 4.1 di atas diketahui bahwa dari penelitian terhadap 60 
responden menunjukkan penggolongan berdasarkan jenis kelamin wajib pajak 
sebagian besar adalah laki-laki, dimana terdapat 47 orang atau 78,3% dari jumlah 
keseluruhan responden. Sedangkan jenis kelamin perempuan terdapat 13 orang 
atau 21,7% dari jumlah keseluruhan respoden. 
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
 
 Berdasarkan data primer yang telah diolah, maka hasil persebaran 
responden berdasarkan usia dalam penelitian ini adalah : 
Tabel 4.2 
Responden Berdasarkan Usia 
No Usia Jumlah (orang) Persentase 
1. 21-30 tahun 5 8,3% 
2. 31- 40 tahun 6 10,0% 
3. 41-50 tahun 37 61,7% 
4. > 50 tahun 12 20,0% 
 Total 60 100 
   Sumber: Data diolah 2016 
Tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa dari 60 responden, sebagian besar 
responden memiliki umur 41-50 tahun sebesar 37 orang atau 61,7% dari 
responden, diikuti dengan golongan usia >50 tahun dengan prosentase 20,0%, 
selanjutnya wajib pajak usia 31-40 tahun dengan prosentase 10,0 % dan yang 





3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
Berdasarkan data primer yang telah diolah, maka hasil persebaran 
responden berdasarkan pendidikan terakhir dalam penelitian ini adalah: 
Tabel 4.3 
Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
No Pendidikan Jumlah (Orang) Persentase 
1 SD 28 46,7% 
2 SMP 8 13,3% 
3 SMA/K 12 20,0% 
4 Diploma 6 10,0% 
5 S1 6 10,0% 
 Total  60 100 
 Sumber: Data diolah 2016 
Berdasarkan table 4.3 diatas dapat diketahui bahwa dari 60 responden, 
sebagian besar responden mempunyai pendidikan terakhir SD dimana terdapat 28 
orang atau 46,7% dari jumlah keseluruhan respoden, diikuti dengan SMA/K 
dengan persentase 20,0%, kemudian SMP dengan presentase 13,3%, selanjutnya 
Diploma memiliki presentase yang sama dengan S1 yaitu sebesar 10,0%.  
4. Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan 
Berdasarkan data primer yang telah diolah, maka hasil persebaran 
responden berdasarkan penghasilan dalam penelitian ini adalah : 
Tabel 4.4 
Responden Berdasarkan Penghasilan 
No Penghasilan perbulan Jumlah (Orang) Persentase 
1. 1.000.000-10.000.000 31 51,7% 
2. 11.000.000-20.000.000 17 28,3% 
3. 21.000.000-30.000.000 9 15,0% 
4 >30.000.000 3 5,0% 
 Total 60 100 
Sumber: Data diolah 2016  
Berdasarkan tabel 4.4 diatas diketahui bahwa dari 60 responden, sebagian 
besar wajib pajak berpenghasilan antara 1.000.000-10.000.000 yaitu sebanyak 31 
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orang dengan presentase 51,7%, selanjutnya wajib pajak dengan penghasilan 
11.000.000-20.000.000 sebanyak 17 orang dengan presentase 28,3%, diikuti 
dengan wajib pajak dengan penghasilan 21.000.000-30.000.000 sebanyak 9 orang 
dengan presentase 15,0% dan yang terakhir yaitu wajib pajak yang berpenghasilan 
> 30.000.000 sebanyak  3 dengan preentase 5,0%. 
4.2.2 Uji Kualitas Data 
1. Uji Validitas 
Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 
kevalidan suatu instrument atau digunakan untuk mengukur sah atau valid 
tidaknya suatu kuisioner. Berikut ini adalah hasil pengujian validitas pada masing-
masing variabel. 
Tabel 4.5 
Hasil Uji Validitas 
Pemahaman Wajib Pajak 
No item R hitung R table Keterangan  
Item 1 0,738 0,2542 Valid 
Item 2 0,772 0,2542 Valid 
Item 3 0,713 0,2542 Valid 
Item 4 0,752 0,2542 Valid 
Item 5 0,660 0,2542 Valid 
Item  1,000 0,2542 Valid 
Sumber : Data diolah 2016 
Berdasarkan hasil uji validitas untuk pemahaman wajib pajak diperoleh 
hasil dari 5 per dinyatakan valid, karena r hitung  lebih besar dari r tabel. Dengan 
demikian item pertanyaan dalam variabel pemahaman wajib pajak terhadap 






Hasil Uji Validitas 
Tarif Pajak 
No item R hitung R table Keterangan 
Item 1 0,712 0,2542 Valid 
Item 2 0,691 0,2542 Valid 
Item 3 0,676 0,2542 Valid 
Item 4 0,766 0,2542 Valid 
Item 1,000 0,2542 Valid 
 Sumber : Data diolah 2016 
 
Berdasarkan hasil uji validitas untuk tarif pajak diperoleh 4 pernyataan 
pertanyaan dinyatakan valid, karena r hitung  lebih besar dari r tabel. Dengan 
demikian item pertanyaan dalam variabel tarif  pajak terhadap kepatuhan wajib 
pajak layak dipergunakan sebagai instrument penelitian 
Tabel 4.7 
Hasil Uji Validitas 
Mekanisme Pembayaran Pajak 
No item R hitung R table Keterangan  
Item 1 0,508 0,2542 Valid 
Item 2 0,523 0,2542 Valid 
Item 3 0,593 0,2542 Valid 
Item 4 0,775 0,2542 Valid 
Item 5 0,744 0,2542 Valid 
Item 6 0,783 0,2542 Valid 
Item 7 0,696 0,2542 Valid 
Item 1,000 0,2542 Valid 
Sumber : Data diolah 2016 
 
Berdasarkan hasil uji validitas untuk mekanisme pembayaran pajak 
diperoleh hasil dari 5 pernyataan dinyatakan valid, karena r hitung  lebih besar dari r 
tabel. Dengan demikian item pertanyaan dalam variabel mekanisme pembayaran 






Hasil Uji Validitas 
Kesadaran Wajib Pajak 
No item R hitung R table Keterangan 
Item 1 0,534 0,2542 Valid 
Item 2 0,666 0,2542 Valid 
Item 3 0,319 0,2542 Valid 
Item 4 0,260 0,2542 Valid 
Item 5 0,771 0,2542 Valid 
Item 6 0,630 0,2542 Valid 
Item 7 0,588 0,2542 Valid 
8 1,000 0,2542 Valid 
Sumber : Data diolah 2016 
Berdasarkan hasil uji validitas untuk kesadaran wajib pajak diperoleh hasil 
dari 7 pernyataan dinyatakan valid, karena r hitung  lebih besar dari r tabel. Dengan 
demikian item pertanyaan dalam variabel mekanisme pembayaran pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak layak dipergunakan sebagai instrument penelitian 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Validitas 
Kepatuhan Wajib Pajak 
No item R hitung R table Keterangan 
Item 1 0,505 0,2542 Valid 
Item 2 0,551 0,2542 Valid 
Item 3 0,501 0,2542 Valid 
Item 4 0,592 0,2542 Valid 
Item 5 0,292 0,2542 Valid 
Item  1,000 0,2542 Valid 
Sumber : Data diolah 2016 
 
Berdasarkan hasil uji validitas untuk kepatuhan wajib pajak  diperoleh hasil 
dari 5 item pernyataan dinyatakan valid, karena r hitung lebih besar dari r tabel. 
Dengan demikian item pernyataan dalam variabel kepatuhan wajib pajak layak 





2. Uji Reliabilitas 
Untuk melakukan uji reabilitas dilakukan dengan cara mencari angka 
reabilitas dari butir-butir pernyataan dalam kuisioner dengan menggunakan 
rumuas standardized item alpha. Setelah diperoleh α, selanjutnya 
membandingkan nilai tersebut dengan angka kritis reabilitas pada tabel α, di 
dalam kuisioner jumlah butir pernyataan 28 pernyatan, sehingga nilai kritis 
reabilitas dapat ditentukan sebesar 0,60 (Sunyoto, 2010: 84). 
Tabel 4.10 
Uji Reliabilitas 
Sumber : Data diolah 2016 
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa semua nilai α lebih besar dari nilai 
angka kritis reabilitas sebesar 0,60 sehingga dari 28 item pernyataan dapat 
dipercaya dan layak digunakan untuk penelitian selanjutnya. 
 
4.2.3 Uji Asumsi Klasik 
Setelah memperoleh model, maka langkah selanjutnya yang dilakukan 
adalah menguji apakah model yang dikembangkan bersifat BLUE (Best Linier 
Unbised Estimator). Asumsi BLUE yang harus dipenuhi antara lain: adanya 
kenormalan, tidak ada multikolinieritas, homokedastisitas atau tidak terjadi 
No item Nama Variabel Alpha Cronbach Nunally keterangan 
1 Pemahaman 
Wajib Pajak 
0,802 0,60 Reliabel 




0,775 0,60 Reliabel 
4 Kesadaran Wajib 
Pajak 
0,751 0,60 Reliabel 
5 Kepatuhan wajib 
pajak 
0,735 0,60 Reliabel 
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heteroskedastisitas. Pengujian asumsi klasik dilakukan pada model regresi linier 
berganda yang dijelaskan sebagai berikut: 
1. Uji Normalitas Data 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel 
penganggu, dan residual memiliki distribusi normal atau tidak. Regresi yang baik 
adalah berdistribusi normal atau mendekati normal. Untuk uji normalitas data 
digunakan Uji Kolmogorov-Smirnov (prosedur Explorer pada menu utama SPSS) 
dan melihat normal probability plot melalui tampilan output spss 20 berikut 
adalah hasil uji normalitas. 
Tabel 4.11 
Hasil Pengujian Normalitas 
















Kolmogorov-Smirnov Z 1,023 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,246 
 
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus kolmogorov 
smirnov test untuk Unstandardized Residual sebesar 1,023 dengan Alpha 5% 
perbandingan antara alpha dengan standar signifikansi yang sudah ditentukan 
diketahui bahwa nilai Sig > Alpha maka artinya distribusi residual normal. Dan 
disini terbukti jika Asymp Sig Sebesar 0,246 lebih besar dari Alpha 5% (0,05) 






















Sumber: Data diolah 2016 
Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa titik-titik berada tidak jauh 
dari garis diagonal. Hal ini berarti bahwa model regresi tersebut sudah 
berdistribusi normal. 
2. Uji Multikolinieritas 
Uji ini dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 
korelasi antar variabel  bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya 
tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinieritas dapat 
dilakukan dengan dua cara yaitu nilai tolerance dan lawannya variance inflasion 
factor (VIF). Jika VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10 maka tidak terjadi  gejala 






Hasil Pengujian Multikolinieritas 
No Variabel VIF Tolerance  Keterangan 
1. Pemahaman wajib 
Pajak 
1,403 0,713 Tidak ada masalah 
Multikolinearitas 




1,054 0,949 Tidak ada masalah 
Multikolinearitas 
4. Kesadaran wajib pajak 1,270 0,787 Tidak ada masalah 
Multikolinearitas 
Sumber : Data diolah, 2016 
 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai VIF dari semua variabel 
independen memiliki nilai yang lebih kecil dari 10 dan Tollerance memiliki nilai 
diatas 0,1. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel penelitian tidak menunjukkan 
adanya gejala multikolineritas dalam model regresi. Dengan demikian diketahui 
bahwa data penelitian memenuhi asumsi bebas multikolinieritas. 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya 
heteroskedastisitas adalah dengan  melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi  
variabel dependen dengan residualnya. Model regresi yang baik adalah 


























Sumber: data diolah, 2016 
Dari gambar terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik 
diatas maupun dibawah 0 dan sumbu Y, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak 
terjadi heterokedastsitas pada model regresi, sehingga model regresi layak untuk 
digunakan dalam melakukan pengujian. 
Selain itu, untuk uji heteroskedastisitas bisa dilakukan dengan uji statistik 
glejser yaitu jika diperoleh nilai signifikansi untuk variabel independen > 0,05 










Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Variabel Sig Keterangan 
Pemahaman wajib Pajak 0,847 Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas 
Tarif pajak 0,397 Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas 
Mekanisme pembayaran pajak 0,866 Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas 
Kesadaran wajib pajak 0,365 Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas 
Sumber : Data diolah, 2016 
 Tabel 4.13 diatas menunjukkan semua nilai signifikansi variabel 
pemahaman wajib pajak, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran 
wajib pajak lebih besar dari 0,05, sehingga keempat variabel tersebut tidak terjadi 
gejala heteroskedastisitas 
 
4.2.4 Uji Ketepatan Model 
1. Uji koefisien determinan (   ) 
Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 
determinasi adalah nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-
variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 
Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 
hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 






















Std. Error of the 
Estimate 
Change Statistics Durbin-









 ,488 ,451 1,204 ,488 13,128 4 55 ,000 2,174 
Sumber: data diolah, 2016 
Hasil perhitungan untuk nilai     dengan bantuan SPSS 20, dalam analisis 
regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi atau Adjusted R Square 
sebesar 0,451 hal ini berarti menunjukkan bahwa 45,1% variabel kepatuhan wajib 
pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu pemahaman wajib pajak, 
tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan 
54,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini. 
2. Uji F  
Uji F pada dasarnya menunjukkan semua variabel independen yang terdiri 
dari pemahaman wajib pajak, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan 
kesadaran wajib pajak  yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara 
bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM 
bidang mebel dengan   = 5% (0,05). 
Tabel 4.15 
Hasil Uji F 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 76,162 4 19,040 13,128 ,000
b
 
Residual 79,771 55 1,450   
Total 155,933 59    
Sumber: data diolah, 2016 
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 Berdasarkan nilai analisis uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 13,128 > 
2,53 dengan probabilitas sebesar 0,000 < 0,05 maka Ha diterima, hal ini berarti 
bahwa pemahaman wajib pajak, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, 
kesadaran wajib pajak secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak UMKM bidang mebel. 
 
4.2.5 Analisis Regresi Linier Berganda 
 Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pemahaman wajib pajak, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan  
kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bidang mebel di 
Surakarta, adapun berdasarkan perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut: 
Tabel 4.16 









B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 2,443 2,876  ,849 ,399 
Pemahaman Wajib 
pajak 
,198 ,089 ,251 2,209 ,031 
Tarif Pajak ,335 ,120 ,342 2,792 ,007 
Mekanisme 
Pembayaran Pajak 
,129 ,063 ,203 2,045 ,046 
Kesadaran Wajib 
Pajak 
,191 ,092 ,224 2,065 ,044 
Sumber: data diolah, 2016 
Dari tabel diatas merupakan hasil pengujian regresi linier berganda dapat 
dibuat persamaan regresi sebagai berikut: 
 Y = 2,443+ 0,198 X1 + 0,335 X2 + 0,129 X3 + 0, 191 X4 + e 
Berdasarkan persamaan regresi diketahui bahwa nilai koefisien regresi 
untuk variabel pemahaman wajib pajak, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak 
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dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat diterangkan 
bahwa: 
1. Nilai konstan 2,443 (Y) sebesar berarti  jika pemahaman wajib pajak, tarif 
pajak, mekanisme pembayaran pajak dan  kesadaran wajib pajak  adalah 
2,443 maka peningkatan kepatuhan wajib pajak akan tetap sebesar 2,443. 
2. Nilai koefisien X1 sebesar  0,198 artinya  apabila terdapat peningkatan 
variabel pemahaman wajib pajak  sebesar 1 satuan sementara variabel 
independen lainnya tetap, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami 
peningkatan sebesar  0,198. 
3. Nilai koefisien X2 sebesar 0,335 sebesar artinya apabila terdapat 
peningkatan variabel tarif  pajak sebesar 1 satuan sementara variabel 
independen lainnya tetap, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami 
peningkatan sebesar 0,335. 
4. Nilai koefisien X3 sebesar 0,129 artinya apabila terdapat peningkatan 
variabel mekanisme pembayaran pajak dan pengguna sebesar 1 satuan 
sementara variabel independen lainnya tetap, maka kepatuhan wajib pajak  
(Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,129. 
5. Nilai koefisien X4 sebesar  0,191 artinya apabila terdapat peningkatan 
variabel kesadaran wajib pajak sebesar 1 satuan sementara variabel 
independen lainnya tetap, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami 





4.2.6 Uji Signifikan Parameter (t) 
 Uji t digunakan untuk menguji signifikan koefisien regresi secara individu 
atau parsial. Pengujian regresi digunakan pengujian dua arah dengan 
menggunakan   = 5% yang berarti bahwa tingkat keyakinan adalah 95%. Adapun 
hasil uji t berdasarkan tabel 4.16 adalah sebagai berikut : 
1. Berdasarkan tabel hasil pengolahan data untuk variabel pemahaman wajib 
pajak diperoleh nilai Thitung sebesar  2,209 oleh karena nilai Thitung lebih 
besar dari Ttabel (2,209 > 2,0003) dengan probabilitas 0,031 < 0,05 maka 
H1 diterima yang berarti bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh 
positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bidang mebel. 
2. Variabel tarif pajak memiliki Thitung sebesar 2,792 oleh karena nilai 
Thitung lebih besar dari Ttabel (2,792 > 2,0003) dengan probabilitas 0,007 
< 0,05 maka H2 diterima yang berarti bahwa tarif pajak berpengaruh positif 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bidang mebel. 
3. Variabel mekanisme pembayaran pajak memiliki Thitung sebesar 2,045 
oleh karena nilai Thitung lebih besar dari Ttabel (2,045 > 2,0003) dengan 
probabilitas 0,046 < 0,05 maka H3 diterima yang berarti bahwa mekanisme 
pembayaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak UMKM bidang mebel. 
4. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki Thitung sebesar 2,065 oleh karena 
nilai Thitung lebih besardari Ttabel (2,065 > 2,0003) dengan probabilitas 
0,044 < 0,05 maka H4 diterima yang berarti bahwa kesadaran wajib pajak 
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berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 
bidang mebel.  
4.3. Pembahasan Hasil Analisis Data 
4.3.1 Faktor Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
UMKM Bidang Mebel di Surakarta 
 Berdasarkan hasil penelitian variabel pemahaman wajib pajak (X1) 
diperoleh nilai t hitung sebesar 2,209 dan p-value sebesar 0,031. Selanjutnya t 
hitung dibandingkan dengan t tabel, yaitu 2,209 > 2,0003 dan p value 
dibandingkan dengan alpha, yaitu 0,031 < 0,05. Hasil perbandingan tersebut 
menunjukkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan p value lebih kecil dari α 
maka H1 diterima. Jadi, berpengaruh signifikan antara pemahaman wajib pajak 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bidang mebel di Surakarta. 
 Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak maka 
akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena pemahaman wajib pajak 
merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak. Semakin 
wajib pajak paham mengenai pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Adanya pengaruh yang signifikan ini 
mengindikasikan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak akan berpengaruh 
pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. 
 Secara empiris dilapangan, tingkat pemahaman seorang wajib pajak UMKM 
bidang mebel di Surakarta cukup baik. Responden memahami peraturan 
perpajakan dan konsep perpajakan sehingga mereka memahami keuntungan atau 
kerugian dari resiko perilaku ketidakpatuhan pajak. Sehingga dengan 
78 
 
meningkatkan pemahaman perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga akan 
mengalami peningkatan. 
 Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri 
(2013) yang menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak UMKM dan penelitian Marista, Betri, dan Fajriana (2014) 
yang menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan penelitian Pravitasari, Radianto, dan 
Upa (2012) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 
pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 
 
4.3.2 Faktor Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Bidang 
Mebel di Surakarta 
 Berdasarkan hasil penelitian variabel tarif pajak (X2) diperoleh nilai t hitung 
sebesar 2,792 dan p-value sebesar 0,007. Selanjutnya t hitung dibandingkan 
dengan t tabel, yaitu 2,792 > 2,0003 dan p value dibandingkan dengan alpha, yaitu 
0,007 < 0,05. Hasil perbandingan tersebut menunjukkan nilai t hitung lebih besar 
dari t tabel dan p value lebih kecil dari α maka H2 diterima. Jadi, berpengaruh 
positif signifikan antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 
bidang mebel di Surakarta. 
 Hal ini menunjukkan bahwa penetapan tarif pajak bagi UMKM bidang 
mebel di Surakarta tergolong adil. Tarif pajak hasilnya berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak UMKM bidang mebel di Surakarta. Hal ini disebabkan 
karena kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh tarif pajak yang berlaku. 
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Semakin adil tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan maka akan semakin 
meningkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.  
 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atawodi 
dan Stephen (2012) yang menyatakan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan 
membayar pajak UMKM dan penelitian yang dilakukan oleh Mir’atusholihah 
(2011) yang hasilnya menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
4.3.3 Faktor Mekanisme Pembayaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak UMKM Bidang Mebel di Surakarta 
 Berdasarkan hasil penelitian variabel mekanisme pembayaran pajak  (X3) 
diperoleh nilai t hitung sebesar 2,045 dan p-value sebesar 0,046. Selanjutnya t 
hitung dibandingkan dengan t tabel, yaitu 2,045 > 2,0003 dan p value 
dibandingkan dengan apha, yaitu 0,046 < 0,05. Hasil perbandingan tersebut 
menunjukkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan p value lebih kecil dari α 
maka H3 diterima. Jadi, berpengaruh positif signifikan antara mekanisme 
pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bidang mebel di 
Surakarta. 
 Hal ini menunjukkan bahwa mekanime pembayaran di Surakarta tergolong 
baik. Persepsi mekanisme pembayaran pajak merupakan faktor internal dari wajib 
pajak UMKM. Peraturan terbaru mengenai sistem pembayaran pajak dan 
pelaporan SPT bagi UMKM sebagian besar berbasis online yang mengakibatkan 
pengetahuan UMKM masih kurang dalam memahami mekanisme pembayaran 
pajak. Sehingga diperlukan upaya penyuluhan atau training mengenai mekanisme 
pembayaran pajak terhadap UMKM sebagai wajib pajak oleh pemerintah. 
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 Secara empiris di lapangan, mekanisme pembayaran pajak di Surakarta 
sendiri sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan hasil jawaban para 
responden sebagian besar dijawab setuju dan sangat setuju. Pemerintah telah 
melaksanakan tanggung jawabnya dalam memberikan penyuluhan atau training 
kepada para UMKM tentang mekanisme pembayaran pajak.  
 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusro 
dan Kiswanto (2014) yang menyatakan bahwa mekanisme pembayaran pajak 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan penelitian yang 
dilakukan oleh Atawodi dan Stephen (2012) yang menyatakan bahwa mekanisme 
pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM. 
 
4.3.4 Faktor Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
UMKM Bidang Mebel di Surakarta 
 Berdasarkan hasil penelitian variabel kesadaran wajib pajak (X4) diperoleh 
nilai t hitung sebesar 2,065 dan p-value sebesar 0,044. Selanjutnya t hitung 
dibandingkan dengan t tabel, yaitu 2,065 > 2,0003 dan p value dibandingkan 
dengan apha, yaitu 0,044 < 0,05. Hasil perbandingan tersebut menunjukkan nilai t 
hitung lebih besar dari t tabel dan p value lebih kecil dari α maka H4 diterima. 
Jadi, berpengaruh positif signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak UMKM bidang mebel di Surakarta. 
 Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kesadaran wajib pajak dalam 
membayar pajak maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak. Dan sebaliknya buruknya kesadaran wajib pajak, maka akan 
semakin menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini berarti wajib 
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pajak memiliki kesadaran membayar pajak yang cukup baik artinya bahwa wajib 
pajak mengerti fungsi dan manfaat pajak, baik mengerti untuk masyarakat 
maupun diri pribadi, sehingga wajib pajak akan sukarela membayar pajak tanpa 
adanya paksaan. Sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak. 
 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Triyana 
dan Tirada (2013) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak.  Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Yusro dan Kiswanto yang menyatakan kesadaran 
wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan 
penelitian yang dilakukan oleh Handayani menyatakan bahwa kesadaran 










Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dalam 
hipotesis penelitian dengan menggunakan regresi linier berganda diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel pemahaman 
wajib pajak diperoleh nilai Thitung sebesar  2,209 oleh karena nilai Thitung 
lebih besar dari Ttabel (2,209 > 2,0003) dengan probabilitas 0,031 < 0,05, 
maka H1 diterima yang berarti bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh 
positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bidang mebel. 
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel tarif pajak 
memiliki Thitung sebesar 2,792 oleh karena nilai Thitung lebih besar dari 
Ttabel (2,792 > 2,0003) dengan probabilitas 0,007 < 0,05, maka H2 diterima 
yang berarti bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak UMKM bidang mebel. 
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa mekanisme 
pembayaran pajak memiliki Thitung sebesar 2,045 oleh karena nilai Thitung 
lebih besardari Ttabel (2,045 > 2,0003) dengan probabilitas 0,046 < 0,05 
maka H3 diterima yang berarti bahwa mekanisme pembayaran pajak 





4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa kesadaran wajib 
pajak memiliki Thitung sebesar 2,065 oleh karena nilai Thitung lebih besardari 
Ttabel (2,065 > 2,0003) dengan probabilitas 0,044 < 0,05 maka H4 diterima 
yang berarti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bidang mebel. 
 
1.2. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan yang bisa 
menghambat jalannya penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 
1. Penelitian ini hanya dilakukan di UMKM bidang mebel yang ada di 
Surakarta sehingga sampel yang digunakan hanya terbatas pada wajib pajak 
UMKM bidang mebel. 
2. Penelitian ini menggunakan kuisioner sebagai instrument penelitiannya. 
Karena menggunakan kuisioner, jadi memungkinkan terjadinya bias. Hal ini 
disebabkan adanya kemungkinan responden menjawab dengan tidak serius, 
karena tidak mengetahui apakah kuisioner benar-benar diisi oleh responden 
yang bersangkutan atau tidak. 
3. Variabel independen yang digunakan hanya variabel pemahaman wajib 
pajak, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran wajib pajak  
padahal masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan 






1.3. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan kesimpulan yang 
diperoleh, maka terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan untuk penelitian 
berikutnya sehubungan dengan penelitian ini yaitu: 
1. Perlunya memperluas objek penelitian, tidak hanya satu kota saja sehingga 
lebih dapat dijadikan acuan bagi kepentingan generaliasi permasalahan. 
2. Perlu ditambahkan metode wawancara pada saat pengumpulan data untuk 
menghindari kemungkinan bias atau tidak objektif dari responden dalam 
mengisi kuisioner. 
3. Perlunya menambah variabel-variabel independen yang berpengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain pemahaman wajib pajak, tarif pajak, 
mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran wajib pajak. Seperti sanksi 
pajak, pelayanan fiskus, kemanfaatan NPWP, persepsi atas efektifitas sistem 
perpajakan, dan tingkat pendidikan. 
4. Bagi wajib pajak UMKM disarankan agar lebih peka dan aktif terhadap 
peraturan-peraturan perpajakan yang ada, dan dapat mengambil peran untuk 
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